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Pembangunan Siring Jalan Pertanian, Pemerintah Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten
Tabalong Kalimantan Selatan Alokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Siring
Jalan Pertanian dan Pengurukan Sepanjang 150 Meter di Rt.05. Kegiatan Ini Bersumber dari
APBDes Desa Nalui Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan
masyarakat akses ke kekebun agar bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan dari hasil
bertani yang dibantu oleh masyarakat Desa Nalui. Kegiatan ini terlaksana dikarenakan usaha
yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengadvokasi/membuat proposal/mengajak yang
lain sehingga dengan bantuan/fasilitasi yang ada maka kegiatan ini terialisasi di Tahun 2024
ini. Kegiatan ini terlaksanan dengan antusias masyarakat yang cukup baik.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Kalsel menyampaikan kinerja Transfer ke Daerah (TKD)
triwulan pertama pada tahun 2024 kali ini. Diketahui bahwa Realisasi Belanja Transfer ke
Daerah (TKD) sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp6,17 Triliun atau sebesar 21,20
persen.

“Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke
Daerah meningkat sebesar 18,52 persen. Realisasi DBH sebesar Rp2,7 Triliun (17,93
persen), Realisasi DAU sebesar Rp2,29 Triliun (26,94 persen), Realisasi DAK Non Fisik
sebesar Rp445,36 Miliar (18,58 persen), Realisasi Dana Desa sebesar Rp641,68 Miliar
(43,93 persen),” kata Kepala DJPb Kalsel, Syafriadi, Banjarmasin, Kamis (16/5/2024).
Dipaparkan Syafriadi, untuk realisasi TKD tertinggi di Maret 2024 ini adalah Kota
Banjarmasin sebesar 25,44 persen. Untuk Dana Desa, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai
Selatan, Tanah Bumbu telah menyelesaikan penyaluran Dana Desa Tahap | untuk seluruh
desa.

Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Maret 2024, untuk realisasi
pendapatan daerah mencapai Rp6,84 Triliun atau sekitar 18,01 persen dari target, meningkat
sebesar 41,54 persen jika dibandingkan tahun lalu. Pajak Daerah terealisasi Rp890,86 Miliar
dan Retribusi Daerah sebesar Rp61,03 Miliar.

“Realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp687,55 Miliar
(21,81 persen). Pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan, disumbang dari Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang
meningkat secara signifikan, serta Pajak Hotel,” ucap Syafriadi.

Sementara Pajak Hotel di Kalimantan Selatan meningkat seiring dengan masa libur nasional.
Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan
Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp6,17 Triliun, dengan kontribusi 82,33 persen
terhadap total pendapatan Daerah. Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja
telah terealisasi sebesar Rp4,05 Triliun (9,74 persen) tumbuh 14,72 persen.
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Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp1,56 Triliun. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar
Rp922,65 Miliar, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp209,13 Miliar. Belanja pegawai,
belanja barang/jasa, dan belanja modal meningkat dibandingkan tahun 2023.

“Peningkatan paling tinggi pada belanja barang/jasa yaitu mencapai 18,37% jika
dibandingkan tahun lalu,” tambahnya.

Realisasi belanja APBD terbesar secara di Bulan Maret 2024 adalah Pemprov Kalsel sebesar
Rp1,42 triliun (12,22 persen). Namun secara persentase realisasi terbesar pada Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala dengan capaian sebesar 16,21 persen sebesar Rp262,05 Miliar.

Sumber berita

1. https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/55420/intervensi/881706/pembuatan-siring-
jalan-pertanian

2. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/05/16/realisasi-belanja-tkd-triwulan-1-
capai-2120-persen/

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara® dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 20232.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana
Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

! https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016
2 https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf
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pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3)
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4)
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat; dan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1)
Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2)
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan
Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
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5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan
1. pemenuhan kebutuhan dasar

a.
b.
C.
d.

Pencegahan dan penurunan stunting di Desa

Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin

2. pembangunan sarana dan prasarana Desa

a.
b.

Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan
dan kawasan kumuh

pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa
bagi desa yang belum dialiri listrik

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan,
pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui
pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi
dan komunikasi

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas
sumber daya manusia masyarakat desa

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan
masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan
bencana alam dan nonalam

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal

a.

b.

Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
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c. pengembangan Desa wisata
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
a. pemanfaatan energi terbarukan
b. pengelolaan lingkungan Desa
c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan desa
a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi
data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa
peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik
alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat
Desa
b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana
alam dan nonalam
a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi
tanggap darurat bencana alam
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b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi
tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan
metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).
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